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TENTANG

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pengelolaan
keuangan Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah,
maka perlu dilakukan penyesuaian proporsi belanja
penunjang operasional untuk menjamin efektifitas
pemanfaatannya;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf h
Perasturan pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala daerah, Bupati dan Wakil Bupati
disediakan biaya penunjang operasional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya
Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234):

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 214, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Tahun 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Tahun 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Keuda
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006;
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);

13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Pokok-pokok  Pengelolaan @ Keuangan  Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Nomor 68);

14. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG

OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

w

NooA

o

Daerah adalah Kabupaten Sinjai.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah Bupati, beserta Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Sinjai.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sinjai.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.

Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung
pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dari pajak
daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
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BAB II
PENGANGGARAN

Pasal 2

Penganggaran biaya penunjang opersional Bupati dan Wakil Bupati
dikelompokan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan
jenis belanja pegawai.

Pasal 3

Biaya penunjang opersional Bupati dan Wakil Bupati dituangkan pada
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bupati
dan Wakil Bupati.

Pasal 4

Sekretaris Daerah sebagai Kepala satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat
Daerah menyusun anggaran biaya penunjang operasioanl Bupati dan Wakil
Bupati berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB 111
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

Pengelolaan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati
dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati untuk mendukung
pelaksanaan tugas-tugas Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

a. koordinasi dengan masyarakat, swasta, Pemerintah, organisasi dan
lembaga lainnya.

penganggulangan kerawanan sosial masyarakat;

pengamanan wilayah;

promosi daerah terkait dengan program kegiatan Pemerintah daerah;
kegiatan kenegaraan dan protokoler lainnya; dan

sumbangan kepada warga/masyarakat dalam rangka kunjungan kerja
dan sosial kemasyarakatan.

o no o

Pasal 7

Pembagian alokasi biaya penunjang operasional antara Bupati dan Wakil
Bupati ditetapkan dengan proporsi 60% (enam puluh per seratus) untuk
mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan 40% (empat puluh per seratus)
untuk mendukung pelaksanaan tugas Wakil Bupati.

Pasal 8
Penyusunan, pelaksanaan, tata usaha, akuntansi dan pertanggungjawaban

biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati dipersamakan dengan
belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
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BAB IV
PENUTUP

Pasal 9
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka ketentuan Pasal 12

dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kedudukan

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan Sinjai
pada tanggal 8 Juni 2106

BUPATI SINJAI,

ttd.

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 8 Juni 2016

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd.
H. TAIYEB A. MAPPASERE

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2016 NOMOR 24

gan Aslinya
dan HAM




